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ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN LAPORAN
KEUANGAN DANA DESA

Oleh

JOHAN ARIEF INDRAJAYA

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kompetensi dan implementasi Undang-
Undang nomor 6 tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada desa-desa di
Provinsi Lampung.

Populasi penelitian ini adalah seluruh desa di Provinsi Lampung, yaitu 2435 desa penerima dana
desa, besarnya sampel yang dapat mewakilipopulasi untuk diteliti adalah sebanyak 54 desa pada
seluruh Provinsi Lampung dengan responden sebanyak 103 responden. Metode analisis data
dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
dapat diketahui variabel kompetensi dan implementasi Undang-undang No 6 tahun 2014 sama-
sama berpengaruh positif terhadap Pengelolaan keuangan dana desa.

Kata Kunci : Implementasi Undang- Undang No 6 tahun 2014, Kompetensi Aparatur desa,
Pengelolaan Keuangan dana desa



ABSTRACT

THE EFFECT OF COMPETENCY VILLAGE APPARATUS AND IMPLEMENTATION
OF LAW NUMBER 6 YEAR 2014 TO MANAGEMENT OF VILLAGE FUND
FINANCIAL STATEMENT

BY

JOHAN ARIEF INDRAJAYA

This study aims to prove the influence of competence and implementation of Law Number 6
Year 2014 on financial management of village funds in villages in Lampung Province.

The population of this study is all villages in Lampung Province, which is 2435 villages
receiving village funds, the size of the sample that can represent the population to be studied is as
many as 54 villages in all Lampung Province with 103 respondents. Methods of data analysis in
this study using multiple linear regression. The result of this research concludes that the
competence variable and implementation of Law Number 6 Year 2014have positive effect on the
management of village fund financial statement.

Keywords : Competency of village apparatus, Financial Management of village funds,
Implementation of Law No. 6 year 2014
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BAB |

PENDAHUL UAN

1.1 Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan
kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta

pel aksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pel aksanaannya
telah mengamanatkan pemerintah desa untuk Iebih mandiri dalam mengelola
pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk di dalamnya
Pengel olaan Keuangan Desa. Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya
menuntut tanggung jawab yang besar pula. Di Tahun 2015, telah dialokasikan
Dana desa oleh pemerintah pusat sebesar 20,7 Trilyun untuk 74.093 desa,
sedangkan di tahun 2016 sebesar 46,9 Triliyun untuk 74.754 desa yang tersebar di
seluruh Indonesia. Dana desaini akan terus bertambah bahkan akan mencapai
lebih dari 1 Milyar per desadi tahun 2017 (BPPK,2017). Selain dana desa,
terdapat pendapatan desa yang lain seperti alokasi dana desa, dana bagi hasil
pajak/retribusi daerah, dan Bantuan Keuangan dari pemerintah

provinsi/kabupaten/kota.

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengel olaan
keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyel enggaraan pemerintahan desa
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan

ketentuan sehingga terwujud tata kel ola pemerintahan desa yang baik (Good



Village Governance). Jumlah dana yang besar dan semakin membesar tiap
tahunnya maka diperlukan pengel olaan keuangan desa yang akuntabel. Salah satu
titik kritisnya adalah dalam proses pel aksanaan, penatausahaan dan pel aporan.
Aparatur desa harus mampu memahami proses ini dengan baik. Namun di sisi lain
timbul risiko pengel olaan keuangan desa yang disebabkan lemahnya kemampuan
para pengelola keuangan desa. Menurut wewenang yang diinstruksikan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberikannya kewenangan kepada
pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat terbawah yang
merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan
kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang
mengikuti pertumbuhan dari desaitu sendiri berdasarkan keanekaragaman,

partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam

pengel olaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Dana Desa.
Untuk itu dalam tata kel ola dana desa yang sepenuhnya merupakan
tanggungjawab kepala desa diperlukan kemampuan mangjerial yang baik, atau
kompetens dari kepala desa serta aparatur desa yang terkait dengan pengelolaan
dana desa. Pada dasarnya kompetens aparat pemerintahan desa tidak cukup hanya
diukur dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan sgja, tetapi juga dapat diukur
melalui peningkatan motivas serta pengalaman kerja sebagai kepala desa dan
aparatur desalainnya. Tetapi hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi apabila
kompetens seorang pemerintah desa dalam melaksanakan sistem pelaporan
keuangan desa dirasa masih belum memadai. Aparatur desa yang sudah bekerja

lama atau telah memiliki pengalaman belum tentu dapat mengimplementasikan



serta dapat menerapkan sebuah tata pemerintah dana desa dengan baik

dibandingkan dengan kepala desa yang baru.

Hal-hal yang mempengaruhi permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti
adalah hal terkait dengan kompetensi dan pengetahuan pemerintah dalam
mengimplementasikan tugas dan kewajiban Pemerintah desa dalam pengelolaan
dana desa agar dapat terwujudnya suatu tata kelola pemerintah desa yang baik.
Mengingat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Permendagri No 122 Tahun 2014 telah mengisyaratkan bahwa pemilihan kepala
desa atau pencalonan kepala desa tel ah ditetapkan secara umum dan semua
individu dapat menjadi calon kepala desa atau kepala desa apabila terpilih asalkan
memenuhi Kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, begitu juga

dengan aparat desa yang lainnya yaitu bendahara dan sekretaris desa.

Intruksi yang telah diamantkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Menteri
tersebut yang dijadikan sebuah dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan
cara pemilihan demokrasi dimana calon yang mendapat suara terbanyak yang
akan terpilih menjadi kepala desa, maka yang terjadi pada kenyataan di lapangan
adalah berbagal macam latar belakang pendidikan yang akan menjadi pemerintah
desa. Sehinggatidak menutup kemungkinan seorang Pemerintah Desa tersebut
bahkan tidak memahami bidang yang akan dijalaninya sebagai profes pemerintah
desa secara keseluruhan atau umum atau bahkan dalam hal yang terkait dengan

dana desa dan sistem pel aporan keuangan dana desa.

Disahkannya kriteria pemerintah desa tersebut oleh undang-undang terkait, maka

menimbulkan sebuah pertanyaan sertaisu terkait dengan kemampuan para



pemerintah desa dalam melaksanakan pengel olaan keuangan desa. Menurut
beberapa pihak peraturan tersebut dirasa sangat longgar dalam hal penentuan
kriteria Pemerintah desa yang akan mengelola dana desa yang tidak sedikit dan
memiliki prosedur yang sama dengan pengelolaan dana anggaran belanja daerah.
sebagaimana diketahui sejak diterbitkannnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014
tersebut maka pemerintah desa memiliki wewenang menyel enggarakan

pengel olaan dana desa secara menyel uruh tanpa ada interpensi dari pihak luar. Hal
inilah yang menimbulkan pro dan kontra apakah pemerintah desa mampu

mengelola dana desa tersebut sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Hal inilah yang sedikit menganggu penulis sehingga penulis ingin mengetahui
sebuah pengaruh agar pertanyaan mendasar penulis dapat terjawab. Menurut
Penulis dapat dikatakan baik apabilatelah terselenggaranya pemerintah desa yang
dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana
semua akhir kegiatan penyel enggaraan pemerintahan desa dan terutama
pengel olaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
desasesua dengan ketentuan. Berkaitan dengan kebijakan dana desa. BPK
menyebutkan adanya permasal ahan dalam pengel olaan keuangan desa yang
bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan
pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan/korupsi. Di
kalangan DPR, muncul kekhawatiran potensi penyal ahgunaan anggaran dana
desa untuk kepentingan politik, khususnya saat pel aksanaan pemilihan kepala

daerah (Media Akuntansi, 2014).



Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2010) dapat disimpulkan bahwa
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provins Kota Padang dipengaruhi oleh
kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerinta dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah K ota Padang |ebih banyak dipengaruhi oleh baiknya
penerapan Standar Akuntansi pemerintah dan kompetensi Sumber Daya Manusia,
sedangkan pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah lebih kecil jika dibandingkan dengan

kedua variabel lainnya.

Selanjutnya, dari penelitian yang dilakukan oleh Charolina (2013) dapat
disimpulkan bahwa implementasi pengel olaan keuangan berpengaruh positif
terhadap kualitas laporan keuangan KPU se-provinsi Bengkulu, hasil penelitian
juga menunjukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan KPU se-Provinsi Bengkulu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada dasarnya terletak pada
variabel terikatnya yaitu penyusunan laporan keuangan dana desa, akan tetapi
proses penyusunan laporan keuangan dana desa pada dasarnya ingin mewujudkan
kualitas laporan keuangan sesual dengan standar yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, dilihat dari variabel kompetensi bahwa ruang lingkup dan subyek
dalam penelitian ini 1ebih sempit dan kapasitas dari subyek memiliki tingkat
pendidikan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Putra (2010), akan tetapi hal ini tentunya tidak akan berdampak pada hasil

penelitian yang hendak dicapai.



Variabel implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memang sangat
identik dengan variabel implementasi pengelolaan keuangan dari penelitian
Charolina (2013), yang mana mempunyai maksud agar tujuan yang hendak

dicapal dalam peraturan tersebut akan menjadi lebih maksimal.

Kedua variabel bebas dalam penelitian ini memang sangat menarik untuk
dilakukan penelitian secara lebih mendalam, karena kompetensi dari aparatur
penyelenggara pemerintahan desa yang mayoritas mempunyai tingkat
pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang masih terbilang rendah, sudah
diberi amanat dalam mengel olaan dana desa yang terbilang cukup pantastis.
Begitu juga dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang
mana undang-undang tersebut masih tergolong baru disyahkan dan diundangkan,
sedangkan pel aksanaannya harus disegerakan mengingat komitmen pemerintah
pusat dalam menggerakan roda perekonomian di tingkat desa melalui

penggel ontoran dana desa di seluruh Indonesia.

Salah satu Provinsi yang menerima Dana Desa adalah Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/ Kota, 22 Kecamatan, 2435 Desa
dan 188 Kelurahan dari desa dan kelurahan tersebut memiliki karakteristik dan
peringkat yang berbeda-beda. Fonomenaini tentunya berbanding lurus dengan

pengelolaan Laporan Keuangan dana Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti sgjauh mana
pengaruh kompetens sertaimplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa terhadap penyusunan laporan keuangan desa yang akuntabel dan

dapat dipercaya sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan



judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur desa dan | mplementasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa”.

1.2 Rumusan M asalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dalam penelitian ini dapat

dirumuskan permasal ahan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan dana
desa?

2. Apakah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpengaruh

terhadap penyusunan laporan keuangan dana desa?

1.3 Tujuan Pen€litian

Berdasarkan tema yang telah dipilih oleh penulis, tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap
penyusunan laporan keuangan desa.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 terhadap penyusunan laporan keuangan desa.

1.4 Manfaat Pendlitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak terkait antaralain sebagai berikut:



1. Manfaat Teoritis

a. Penditianini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan dana desa.

b. Dapat memberikan dukungan bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta
dapat dijadikan sebuah acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi pertimbangan pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan
nyata agar program bantuan dana desa |ebih matang dalam pelaksanaannya
sertatolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menilai kesuksesan
programnya.

b. Sebaga bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki
masal ah yang ada dalam menciptakan akuntabilitas pengel olaan dana desa
agar program dana desa dapat memberikan manfaat secara optimal kepada
masyarakat desa dan menjadi salah satu pilar pembangunan infrastruktur

dasar desa.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Agency theory adalah suatu teori menjelaskan hubungan antara keagenan yang
timbul ketika pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada mangjemen
untuk mengunakan sumber daya perusahaan dalam menjaankan perusahaan.
Teori ini pertamakali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976
(Godrey et al., 2010). Sebagai dua pihak yang berbeda, tentunya terdapat
perbedaan kepentingan terhadap agen dan principal. Principal sebagai penyedia
modal bagi perusahaan yakni pemegang saham atau pemilik perusahaan.
Sedangkan agen adalah manajemen yang bertugas menjalankan perusahaan.
Keduanya memiliki kepentingan untuk memaksimalkan utilitasnya masing-
masing sehingga tidak ada jaminan bahwa agen akan selalu bertindak sesuai

dengan kepentingan perusahaan (Godrey et al., 2010).

Masalah keagenan yang timbul akibat perbedaan kepentingan dari kedua pihak
tersebut kemudian menimbulkan adanya biaya keagenan atau biasa disebut
Agency Cost. Agency Cost adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan
yang berakibat menurunkan kekayaan principa untuk memastikan bahwa agen

dapat bertindak sesuai dengan kepentingan principal (Jesen dan Meekling, 1976).
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2.1.2 Theories of Regulation

Teori ini dibuat untuk menjelaskan hubungan antara peraturan yang dibuat oleh
regulator dengan stake holder. Terdapat tiga hal yang mendorong regulator untuk
mengel uarkan suatu peraturan. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah Public
Interest Theory, Regulator Capture, dan Private Interest Theory (Godrey et al.,
2010). Public Interest Theory adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu regul asi
dibuat oleh regulator karena adanya kebutuhan masyarakat umum (Godfrey et al .,
2010). Teori ini bersifat general dan dibuat bukan untuk kepentingan pihak-pihak
tertentu sgja. Regulator Capture adalah teori yang menjel askan bahwa regulator
membuat suatu peraturan sesuai dengan permintaan yang diatur oleh regulated

(Godfrey et al., 2010).

2.2 Pengertian Kompetensi

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi
situas dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat
dari tingkat kreativitas yang dimilikinya sertainovasi-inovasi yang diciptakan dan

kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masal ah.

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai bentuk keterampilan, pengetahuan,
kemampuan serta perilaku dari seorang pegawai/karyawan dalam pel aksanaan
tugas. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Gibson (2004) dari berbagai
sumber, antaralain bahwa kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat,
keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari
pengetahuan yang relevan. Dengan kata lain, kompetensi adal ah setiap

karakteristik individu yang mungkin terkait dengan kesuksesan kinerja (Boyatzis,
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1982, dalam Gibson, 2004). Pola karakteristik dan terukur pengetahuan,
keterampilan, perilaku, keyakinan, nilai-nilai, sifat dan motif yang mendasari, dan
kemampuan kerja yang cepat dalam mengaplikasikan pekerjaan (Linkage, Inc.,
1996, dalam Gibson, 2004). Keterampilan dan sifat-sifat yang dibutuhkan oleh
karyawan untuk menjadi efektif dalam pekerjaan (Manisfield, 1996, dalam

Gibson, 2004).

Definisi lain menyatakan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap
dan perilaku yang menjadi karakteristik dari performance yang berhasil dalam

konteks yang spesifik (Kumorotomo, 2005).

Peraturan K epala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan
bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak

diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.

Peraturan K epala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawal Negeri Sipil juga mendefinisikan
mengenal unsur-unsur kompetensi teknis antaralain:

a. Pengetahuan kerja adalah pengetahuan yang dimiliki pegawai negeri sipil
berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan
dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal
yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang
diperolen PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks

pekerjaan.
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b. Keterampilan kerja adalah keterampilan PNS untuk mel aksanakan tugas
sesual dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
1) Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual.
2) Keterampilan mengelola sgfumlah tugas yang berbeda dalam satu
pekerjaan.
3) Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang
berbeda.
4) Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan
tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja.
5) Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di
tempat/lingkungan kerja yang berbeda.
c. Sikap kerjaadalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emos,

berupa minat, sikap, apresiasi dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam

pengertian kompetensi, yaitu:

a. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu. Kompetensi
tidak terdiri dari satu karakteristik sgja. Kompetensi merupakan gabungan dari
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik dasar lainnya dari
individu.

b. Kompetens selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetens tampil
dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Jika potensi
yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi/diukur

tidak dapat dikategorikan sebagai kompetensi.



13
c. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang
memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata. Kompetensi bukan sekedar
aspek-aspek yang menjadi prasyarat suatu jabatan, tetapi merupakan aspek-
aspek yang menentukan optimalitas keberhasilan kinerja. Hanya karakteristik-
karakteristik yang mendasari kinerjayang berhasil/efektif yang dapat
dikategorikan sebagai kompetensi. Demikian karakteristik yang mendasari

kinerja yang tidak efektif jugatidak dapat dikategorikan kedalam kompetensi.

Oleh karenaitu tidak semua aspek-aspek pribadi dari seorang pekerjaitu
merupakan kompetensi. Kompetensi hanya merupakan aspek-aspek pribadi
(sikap, keterampilan, motif, dan karakteristik lainnya) yang dapat diukur dan
esensial untuk pencapaian kinerja yang berhasil. Kompetensi menghasilkan
perilaku-perilaku kritikal dalam pekerjaan yang membedakan mereka yang

menampilkan kinerja yang superior dan yang tidak.

Solus kreatif sering merupakan respon langsung terhadap berbagai persoalan

yang ada. Individu-individu yang kreatif mampu memberikan respon terhadap
segala permasalahan. Seorang yang kompeten mampu menyel esaikan masalah
lebih baik dibandingkan yang lainnya. Individu-individu seperti ini menikmati
tantangan dan cenderung untuk memandang permasalahan sebagai sebuah alat

untuk mencapai tujuan.

Kemampuan dalam menyel esaikan masalah dan menemukan solusi yang bagus
tidaklah cukup. Dalam sebuah organisasi, sebuah solusi harus diperkenalkan dan

diterima oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hasilnya. Organisasi
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itu harus terbuka terhadap ide-ide baru dan perubahan radikal yang mungkin

terjadi.

Tingkat komitmen yang dibuat, motivasi dalam diri orang yang terlibat dalam
pencarian solusi, dan tingkat kepuasan yang diharapkan dari solusi yang

dihasilkan sering menentukan tingkat kesuksesannya.

Inovasi menjadi sebuah kata kunci dalam dunia kompetitif seperti sekarang ini.
K emampuan dalam menciptakan dan membuat suatu inovasi merupakan salah
satu kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan impian dan meyakinkan

ide-ide yang ada pada diri merekaterhadap orang lain.

Kompetensi terkait dengan segala yang diketahui manusia tentang dirinya maupun
lingkungannya. Hal ini diperoleh manusia melalui pancaindramelalui rangkaian-
rangkaian pengalaman manusiaitu sendiri. Wirawan (2010) berpendapat bahwa
kompetensi merupakan khasanah kekayaan mental yang secaralangsung atau
tidak langsung dapat memperkaya kehidupan manusia. Dengan kompetensi
manusia dapat memecahkan berbagal macam permasalahan yang dihadapinya
sehingga kompetensi itu memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan

manusia.

Hal ini relevan dengan pendapat pakar di atas yang mengatakan bahwa
kompetensi sangat penting dalam kehidupan manusia karena kompetensi pada
hakikatnya merupakan produk kegiatan berpikir, artinya kompetensi yang
diwujudkan dalam pikiran manusia merupakan hasil kegiatan berpikir, tentang

informasi yang diterima (Wirawan, 2010).
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Kompetensi adalah sumber perubahan yang memiliki keterkaitan yang sangat erat
dengan perubahan sosial kemasyarakatan. Jika kondisi sosial kemasyarakatan
berubah, maka kompetensi juga akan mengalami perubahan; demikian juga
sebaliknya, jika kompetensi masyarakat meningkat, maka akan berdampak

terhadap perubahan kondisi sosia masyarakat (Sugianto, 2005).

Kompetensi dapat diperoleh melalui belgar. Kegiatan belajar memungkinkan
individu memperoleh berbagai kognisi atau pengertian, kecakapan, keterampilan,
serta sikap dan perilaku. Bagi masyarakat, belgjar memainkan peranan penting,

terutama dalam meneruskan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus.

Lingkungan dapat menjadi sumber kompetensi yang sangat luas bagi individu
selama individu tersebut mau memanfaatkan energi pikirannyaterhadap hal-hal
yang ditemui di lingkungan. Dengan demikian pada dasarnya kompetensi itu
muncul dan berkembang melalui proses belgjar dan melibatkan tiga domain yaitu:
domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Kompetensi itu sendiri
termasuk dalam domain kognitif (Sugianto, 2005). Kognitif, menurut Nasser,
dapat diartikan sebagai proses melalui manainformasi yang berasal dari indera

manusia ditransformasikan, direduksi, dielaborasi, dikembangkan dan digunakan.

Informasi dalam hal ini berarti masukan sensoris (sensory input) yang berasal dari
lingkungan yang menginformasikan tentang hal-hal yang sedang terjadi pada

Individu (Wirawan, 2010).

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi adalah
suatu kemampuan yang berhubungan dengan kegiatan mental, kegiatan berpikir

dan sumber perubahan yang dil aksanakan dalam pemecahan masalah, perubahan
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sosial dan penggerak untuk berbuat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

kerja.

2.3 Pengertian Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Secara etimol ogis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip
oleh Wahab adal ah: implementasi yang merupakan terjemahan dari kata
“implementation™, berasal dari katakerjan ““to implement”. Kata “to implement”
berasal dari bahasa Latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”.
Kata “implere” dimaksudkan ““to fil up’; * to fil in”, yang artinya mengisi penuh;
melengkapi, sedangkan “plere”” maksudnya ““to fil””, yaitu mengisi (Webster

dalam Wahab, 2004).,

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang
menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan
untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang,
peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh

lembaga-|lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut
Meter dan Horn bahwa implementasi adalah : “Implementasi adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Meter dan Horn

dalam Wahab, 2004)



17
Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh
individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapai nya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.
Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang
membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktinya badan-badan
pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari
Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk
memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak

dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:
“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan
kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau
keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses
implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti
tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk
pel aksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang

bersangkutan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh
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individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya
implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi
kebijakan. Menurut Kismartini, dkk (2005), implementasi kebijakan adalah

pel aksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu
program, Subarsono (2005), mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang
bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya:

1. Kondis lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi
kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural
serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah
program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu
diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu
program.

3. Sumberdaya organisas untuk implementasi program. Implementasi kebijakan
perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resour ces)
maupun sumberdaya non-manusia (non human resour ces).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Y ang dimaksud karakteristik
dan kemampuan agen pel aksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya

itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
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Sedangkan menurut Burch dalam Samodra (2004), implementasi sistem
didefinisikan sebagai “suatu implementasi yang terdiri dari rencana implementasi
sistem dan pelaksanaan sistem yang menggambarkan tugas-tugas yanng

diperlukan dalam pengimplementasian suatu sistem”.

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya memuat tentang
dana desa. Pengaturan mengenai keuangan desa diatur pada Pasal 71 sampai
dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 71 menentukan bahwa:

(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72 menentukan bahwa:
(1) Pendapatan Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber
dari:
a. pendapatan asli Desaterdiri atas hasil usaha, hasi| aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desg;
b. aokas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. aokas dana Desayang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten/K ota;
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e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/K ota;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari
Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara
merata dan berkeadilan.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/K ota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari
pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit
10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/K ota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, K epala Desa melimpahkan
sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokas dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau
pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana

Alokas Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73 menentukan bahwa:
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaterdiri atas bagian pendapatan,

belanja, dan pembiayaan Desa.
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(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digjukan oleh Kepala
Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
(3) Sesua dengan hasil musyawarah sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan

Peraturan Desa.

Pasal 74 menentukan bahwa:

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah
Daerah Kabupaten/K ota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

(2) Kebutuhan pembangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melipuiti, tetapi
tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan

kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75 menentukan bahwa:

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengel olaan Keuangan Desa.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal Keuangan Desa diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Model mangjemen implementasi menurut Riant (2004) menggambarkan

pel aksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di
dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah
dibuat, maka tugas selanjutnnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan

kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian
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pel aksanaan tersebut. Secararinci kegiatan didalam mang emen implementasi
kebijakan dapat disusun melalui:

a. Implementas strategi
Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang
dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi
strategis merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah
menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.

b. Pengorganisasian
Pengorganisasian didefinisikan sebagal proses kegiatan penyusunan struktur
organisasl sesual dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.
Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.

c. Penggerakan dan kepemimpinan
Pergerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama
dan bekerja secaraiklas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesua dengan
perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Selanjutnya, peran pemimpin
dalam kebijakan publik teramat vital krena hanya pemimpinlah yang
mempunyai tugas pokok memastikan rumusan kebijakan dibuat sesuai dengan
seharusnya. Untuk itulah pemimpin dipilih, untuk itulah seorang pemimpin
harus mempunyai berbagai karakter tidak asal manusiatidak asal populer.

d. Pengendalian
Pengendalian merupakan alat untuk mencapai sasaran. Pengendalian itu
menjaga agar jangan sampai berjalan ke arah yang tidak dikehendaki. Oleh
karenaitu, tujuan pertamadari pengendalian adalah berhubungan dengan arah

dan strategi suatu instansi. Haruslah terdapat suatu area, paling tidak
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dirumuskan apa yang dibutuhkan, berapa jumlah yang dibutuhkan dan harga
yang diinginkan, kapan dibutuhkan, di mana dibutuhkan, siapa yang
mengurus/mel aksanakan pengadaan, dan bagai mana pengadaan dilaksanakan,
dengan cara seperti itu kita menginginkan pengadaan maupun penyerahannya
tepat waktu, tepat harga, kualitas (spesifikasi), dan tepat kuantitas (volume)

(Riant, 2004).

2.4 Pengertian Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengel olaan K euangan
Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus
menggunakan asas pengel olaan keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola
berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, parsisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan displin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut di kelola dalam
masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampal dengan tanggal 31
Desember.
a Transparan
Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengel olaan Keuangan Daerah, dikatakan
transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan
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pel aksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya
kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan
informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang
dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan
menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat
berdasarkan pada preferensi publik.

Akuntabel

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum
pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewanangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Partisipasi

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan
kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (BPKP, 2016). Sedangkan
partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000) adal ah setiap warganegara
mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun
melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
Tertib dan displin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengel olaan keuangan desa harus mengacu

pada aturan atau pedoman yang melandasinya

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kekuasaan

pengel olaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Kepala desa adalah

pemegang kekuasaan pengel olaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa

dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.kepala desa sebagai
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pemegang kekuasaan pengel olaan keuangan wajib menetapkan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu kepala desa untuk
mel aksanakan pengel olaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengel olaan
Keuangan Desa (PTPKD) terdiri atas Sekertaris desa, Kepala seksi dan Bendahara
desa. Sekertaris selaku koordinator pel aksana teknis pegel olaan keuangan desa
bertugas untuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pel aksanaan dana

desa.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan yang
disampaikan oleh kepala desa tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan
pembiyaan yang telah di tetapkan dengan peraturan desa dan laporan tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan penyelengaraan pemerintah
desa. Laporan yang di maksud harus diinformasikan kepada masyarakat secara
tertulis dan dengan mesiainformasi yang mudah diakses masyarakat.

Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan
kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laoran keuangan ini
untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan,

kinerja keuangan, dan arus kas.

Menurut BPKP (2016), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewgjiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pel aksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun Pengelolaan
Keuangan Desa meliputi keseluruhan kegiatan yang terkait perencanaan,

pel aksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Harahap (2009), |aporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan
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dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Adapun jenis laporan keuangan dana desa adalah laporan realisasi pelaksanaan

APB Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, |aporan

realisasi penggunaan dana, |aporan pertanggungjawaban realisas pelaksanaan

APB desa

2.5 Penditian Terdahulu

Penelitian ilmiah tentang pel aksanaan Dana Desa belum banyak dilakukan. Hal ini

mengingat program yang baru berjalan satu tahun. Berbeda dengan program

Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten/K ota sudah banyak

dilakukan penelitian sebelumnya. Namun, terdapat kesamaan kondisi

permasal ahan yang terjadi. Untuk itu, sebagai landasan pustaka, peneliti

menggunakan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan program Alokasi

Dana Desa.
No Penulis Judul Variabel Hasil Pendlitian
1 Beno dkk Pengaruh a) Kemampuan Kompetensi Kepala Desa
(2016) Kompetensi Pengetahuan berpengaruh secara
KepalaDesa b) Kemampuan signifikan terhadap
Terhadap K eterampilan Atau K eberhasilan Pembangunan
Keberhasilan keahlian Desa
Pembangunan c) Kemampuan
Desa Di Mangjerial, dan
Kecmatan Sahu Kemampuan
Timur Interpersonal.
2 Pandey dkk Pengaruh a) Pendidkan formal Secara parsid,
(2015) Kompetens Kerja | b) Pelatihan/ faktor-faktor hanya
Terhadap Kinerja K eterampilan faktor pengalaman
Aparat c) PengalamKerja kerjayang
Pemerintah Desa d) Kinerja berpengaruh signifikan
(Suatu Studi Di terhada kinerja aparat
Kecamatan pemerintah desa,
Pineleng sementara kedua
Kabupaten faktor lainnya
Minahasa) (pendidikan formal
dan pelatihan/
keterampilan)
berpengaruh tidak

nyata terhadap kinerja
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parat pemerintah desa.
Dengan demikian, dari
ketiga faktor tersebut,
faktor penglaman kerja
tampaknya lebih
dominan berpengaruh
terhadap kinerja
aparat pemerintah
desa dibanding kedua
faktor lainnya.

2. Sementara itu, secara
simultan atau bersama-
sama, ketiga faktor
tersebut (pendidikan,
pelatihan dan
pengalaman kerja)
berpengaruh sangat
signifikan terhadap

kinerja aparat
pemerintah desa.
3 Sitorus (2009) | Analisis Faktor- a) Pendidikan Secara serempak
Faktor Yang b) Pelatihan pendidikan,pelatihan,
Mempengaruhi c) Motivas motivasi dan pengalaman
KinerjaKepala d) Pengalam kerjanya kerja berpengaruh sangat
Desa Dalam signifikan terhadap kinerja
Pelaksanaan kepala desa dalam
Tugas pel aksanaan tugas
Pemerintahan pemerintah desa Kabupaten
Desa Di Tobasimosir Provins
Kabupaten Toba Sumatera Utara.
Siosir Provinsi
Sumatera Utara.

2.6 Kerangka Pemikiran

Bedasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan
oleh Beno dkk (2016) menunjukan bahwa kompetensi Kepala Desa masih belum
maksimal sebagai pendorong dan penggerak, serta pembantu program pemerintah
dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan desa sehingga
mempengaruhi tingkat keberhasilan Pembangunan Desa masih tergolong rendah.
Sehingga kompetensi kepal a desa berpengaruh terhadap keberhasilan

pembangunan desa.
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Menurut Pandey dkk (2015). Menyebut kan bahwa adanya indikasi bahwa
penerapan prinsip kepemerintahan yang baik sebagai bagian dari implementasi
pemerintahan desa belum dilaksanakan secara optimal atau belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan, sehingga tugas pokok yang paling utama adalah
pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat belum dilakukan secara

efektif.

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka sebagaimana yang telah dijabarkan

sebelumnya, maka dapat digambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

danadesa(Y)

Implementasi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Xy)

Kompetens (X,) \
Pengel olaan keuangan

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

2.7 Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Pengelolaan K euangan Dana Desa

Sebagai dua pihak yang berbeda, tentunya terdapat perbedaan kepentingan
terhadap agen dan principal. Principal sebagai penyedia modal bagi perusahaan
yakni pemegang saham atau pemilik perusahaan. Sedangkan agen adalah

mana emen yang bertugas menja ankan perusahaan. K eduanya memiliki
kepentingan untuk memaksimalkan utilitasnya masing-masing sehinggatidak ada
jaminan bahwa agen akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal

(Godrey et al., 2010).
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Sumber Daya Manusia merupakan human capital di dalam organisasi. Human
capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang
dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent.
Human capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan human
capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten

dan berkompetensi tinggi (Sutaryo, 2011).

Penelitian Pandey dkk (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi
Kepaa Desa masih belum maksimal sebagai pendorong dan penggerak, serta
pembantu program pemerintah dalam rangka peningkatan keberhasilan
Pembangunan Desa. Tingkat keberhasilan pembangunan desa masih tergolong

rendah.

Kompetensi aparatur desa yang baik sudah pasti akan mendukung Pengelolaan
Keuangan Dana Desa, begitu juga sebaliknya, jika kompetensi aparatur desa
rendah sudah pasti akan menyebabkan Pengel olaan Keuangan Dana Desa menjadi

terhambat karena masih terdapat kesalahan dalam proses penyusunannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur
sgjauhmana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Pengelolaan
Keuangan Dana Desa, dengan hipotesis sebagai berikut:

H, : Kompetensi berpengaruh positif terhadap pengel olaan keuangan dana desa.
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2.7.2 Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Teori ini dibuat untuk menjelaskan hubungan antara peraturan yang dibuat oleh
regulator dengan stake holder. Terdapat tiga hal yang mendorong regulator untuk
mengel uarkan suatu peraturan. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah Public
Interest Theory, Regulator Capture, dan Private Interest Theory (Godrey et al.,

2010).

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana
Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa yaitu faktor disposisi, faktor komunikasi, faktor sruktur
birokrasi dan dan faktor sumber daya. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)
sebagal pengganti Kebijakan Dana Pembangunan Desa/K elurahan (DPD/K) dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini terlihat
dari kelkutsertaan masyarakat desa secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan

Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian yang dilakukan oleh Charolina (2013) dapat disimpulkan bahwa
implementasi pengel olaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan KPU se-provinsi Bengkulu, hasil penelitian juga menunjukan bahwa
pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU

se-Provins Bengkulu

Suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus dil aksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tersebut dimaksudkan agar tujuan

dan sasaran yang hendak dicapai dalam kebijakan akan tercapa walaupun
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terdapat kendala di lapangan. Keuangan desa adal ah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pel aksanaan hak dan kewajiban Desa.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan
pel aksana lainnya dimaksudkan agar pengel olaan keuangan dana desa dapat
terwujud dengan baik dan benar, seperti pada aspek transparan, akuntabel dan

partisipasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur
sejauhmana pengaruh implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
terhadap pengel olaan keuangan dana desa, dengan hipotesis sebagai berikut:
H. : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpengaruh positif

terhadap pengel olaan keuangan dana desa.



BAB I11

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Pendlitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian dengan desain kausal.
Menurut Umar (2013) desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-
hubungan antar-variabel penelitian atau berguna untuk menganalisis
bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lain. Selanjutnya, ruang
lingkup tempat dan waktu penelitian bahwa penelitian ini dilakukan di desa-
desa yang menerima Dana Desa di wilayah administratif Provinsi Lampung.
Objek penelitian ini adalah kompetensi pengel ola dana desa, implementasi
pengel ola dana desa, dan ketepatan proses penyusunan laporan keuangan dana

desa.

Populas dari penelitian ini adalah seluruh desadi Provinsi Lampung yaitu
2435 desa = 2435 desa penerima dana desa. Penentuan sampel menggunakan
random sampling. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini yaitu desa-
desa yang dikunjungi dan aparatur desa yang dapat ditemui oleh penéliti pada
13 kabupaten penerima dana desa di Provinsi Lampung dan diharapkan dapat

mewakili populasi.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Operasiona variabel digunakan untuk menghindari kesalahan dalam
membahas dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dan dapat

dibagi dalam suatu batasan operasional antaralain :
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1. Kompetens (X1)
Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Variabel
kompetensi diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :
a. Keterampilan
b. Pengetahuan
c. SikapKerja
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (X2)
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adal ah tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapai nya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan. Variabel implementas (X») diukur dengan :
a. Implementas strategi
b. Pengorganisasian
c. Penggerakan dan kepemimpinan
d. Pengendalian
3. Penyusunan laporan keuangan danadesa (Y)
Pengel olaan K euangan Desa adal ah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa. (BPKP,2016). Variabel ini diukur
menggunakan indikator :

a. Transparan
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b. Akuntabel

c. Partisipas

d. Tertib dan Disiplin

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Deﬂn_ls Dimensi Indikator N_or_nor
Operasional Kuisioner
Kompetensi Kompetensi teknis . Keterampilan a. Melaksanakan 1,2
(X9 adalah kemampuan Pekerjaan
(PerkaBKN kerja setiap pegawai b. Keterampilan 34
No 8 Tahun negeri sipil yang Khusus
2013) mencakup aspek
pengetahuan, . Pengetahuan a. Pendidikan 56
keterampilan dan b. Pengalaman 7
sikap kerjayang
mutlak diperlukan
dalam melaksanakan | 3. Sikap Kerja a Minat 8
tugas-tugas b. Sikap 9
jabatannya. (Perka c. Apresiasi 10
BKN NO 8 Tahun
2013)
Implementasi | Implementasi Implementasi a. Strategi 11
Undang- Undang-Undang strategi pengelolaan
Undang Nomor 6 Tahun b. Prosedur 12
Nomor 6 2014 adalah Pengorganisasian | a. Kegiatan 13
Tahun 2014 tindakan-tindakan pengelolaan
(X3) yang dilakukan baik b. Struktur 14
(Wahab, oleh individu- Organisasi 15
2004) individu/pejabat- . Kesesuaian
pejabat atau dengan aturan
kelompok-kelompok
pemerintah atau Penggerakan dan | a. Peran Pemimpin 16
swasta yang kepemimpinan b. Peran Kerja sama 17,18
diarahkan pada
tercapainya tujuan-
tujuan yang telah Pengendalian a. Pengendalian 19
digariskan dalam pel aksanaan
keputusan kebijakan b.Monitoring 20
(Wahab, 2004)
Pengel oaan Pengelolaan Transparan a. Informasi 21,22
keuangan Keuangan Desa b. Kerterbukaan 23
danadesa(Y) | adalah keseluruhan Akuntabel a. Pengelolaan 24
(Permendagri | kegiatan yang b. Pelaksanaan 25
113 tahun meliputi c¢. Pengendalian 26,27
2014 dan perencanaan, Partisipasi a Musyarawah desa 28
BPKP, 2016) | pelaksanaan, b. Swadaya 29
penatausahaan, masyarakat
pelaporan, dan Tertib dan a. keseuaian 30
pertanggungjawaban disiplin terhadap aturan

keuangan desa.
(BPKP,2016)
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3.3. Skala Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Siregar (2013: 25), skala
Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,
dan persepsi sesorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala Likert
memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negatif.
Penelitian ini menggunakan kuesioner berskalalikert dengan 5 (lima)

alternatif jawaban dengan pengukuran variabel adalah :

a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
b. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4
c. Jawaban Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3
d. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

3.4. JenisData

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yakni data
primer dan data sekunder. Data primer diperlukan untuk pengujian hipotesis
yang telah ditetapkan, sedangkan Data sekunder diperlukan untuk memberikan

gambaran (deskripsi) terhadap obyek penelitian.

Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai

sumber yaitu :

1. Dataprimer, merupakan data yang diperoleh langsung tanpa perantara
orang atau lembaga lain sebagai pihak ketiga. Data primer ini diperoleh

melalui wawancara dengan responden.
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Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui orang lain yang
berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder ini diperoleh melalui
cara studi dokumenter yaitu mengumpulkan dan mempelgjari dokumen

organisasi.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan

dalam penelitian ini, makateknik-teknik yang digunakan adalah sebagai

berikut :

a

Observasi, melakukan penelitian dengan pengamatan langsung dengan
caramendekati objek yang akan diteliti.

Kuisioner, disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup atau pernyataan yang
digjukan kepada responden. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data
deskriptif yang dikuantifikasikan dan akan digunakan untuk menguji
hipotesis dengan model kajian skala likert dengan lima alternatif jawaban
untuk setiap pertanyaan atau pernyataan yang digukan dalam daftar
kuisioner.

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti
dengan caramengkaji dokumen-dokumen perusahaan yang menjadi

subyek penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3.6. Metode Analisis

3.6.1. Uji Validitasdan Uji Reliabilitas

1

Uji Validitas



37

Untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen,
maka dilakukan pengujian validitas instrumen terlebih dahulu. Menurut
Ghozali (2009) uji validitas adalah suatu aat yang digunakan untuk
mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan
diukur oleh kuesioner. Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator
valid apabilanilai r hiwng l€bih besar atau sama dengan r ape. Untuk
menentukan nilai r hiwng, dibantu dengan program SPSS yang dinyatakan
dengan nilai Coorrected Item-Total Correlation. Dengan kriteria
pengambilan keputusan sebagai berikut :
a  JkKar niung > I tabe, Maka kuiseoner valid
b. Jikar niwng < I tapet, Maka kuesioner tidak valid.

2. Uji Réiabilitas
Reliabilitas menurut Ghozali (2009) adalah aat ukur untuk mengukur
suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara
menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan
rumus Alpha Cronbach Reliabilitas merupakan tingkat keandalan aat ukur
(kuesioner). Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila
dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan
data yang sama, cara mengukurnya dengan menggunakan rumus Alpha
Cronbach dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan
komputer program SPSS. Jikanilai Cronbach Alpha pada kuisioner > 0,6

maka variabel tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2009).

3.6.2. Uji Asumsi Klasik
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1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal
atau tidak (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah memiliki
distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut
dapat dilakukan melaui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-
Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot.
Untuk Uji K-Syakni jikanilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf
signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva
normalnyaitu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran PPlot
dan grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal
maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas
Uji ini dimaksudkan untuk mendeteks gejala korelasi antara variabel
independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model
regres yang baik seharusnyatidak terdapat korelasi di antara variabel
independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu
dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. Jika
VIF > 10 dan nila tolerance < 0,10 makaterjadi ggaaMultikolinieritas
(Ghozali, 2009).

3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke

pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas.
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Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak
heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola
tertentu pada grafik scatterplot. Jikatitik-titik yang ada membentuk suatu
polatertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi
heteroskedastisitas. Jikatidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di
atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, makatidak terjadi
heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorélas

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar anggota
sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga
munculnya suatu data pengamatan dipengaruhi oleh data sebelumnya.
Dalam penelitian ini bilaterjadi Autokorelasi, berarti penyusunan laporan
keuangan dana desa selain dipengaruhi oleh variabel independen juga

dipengaruhi oleh penyusunan laporan keuangan dana desa pada periode

sebelumnya.
Tabel 2. Kriteria Autokorelasi
Hipotesis nol K eputusan Jika

Tidak ada autokorelasi Tolak O<d<dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision dl<dl <du
Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl <d<4
Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4-du<d<4-d
Tidak adg autokorelasi, positif, Tidak ditolak du < d < 4-du
dan negatif

Sumber : Ghozali, 2009

3.6.3. AnalissDeskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan analisis tabel tunggal atau secara parsial

yang menggambarkan kriteria variabel kompetensi, implementasi Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan penyusunan laporan keuangan dana desa.
Metode ini bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah

dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas.
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3.6.4. AnalissKuantitatif

Analisis kuantitatif yang dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh
dari penyebaran instrumen (daftar pertanyaan) kepada sampel, dan untuk
mengetahui pengaruh dari variabel bebas (independent variable) terhadap
variabel terikat (dependent variable). Rumus yang digunakan untuk mengukur
segjauh mana pengaruh kompetensi dan implementasi Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 terhadap penyusunan laporan keuangan dana desa adalah
persamaan regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

Y=a+bXi+bX,+e

Dimana:
Y = Penyusunan laporan keuangan dana desa
a = Konstanta

b, = Koefisien regresi

X1 Kompetensi

Xz Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

e = [Faktor kesalahan

3.6.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan dengan uji signifikans parsial padatingkat kesalahan
5% dengan df=(n-k-1), dasar pengambilan keputusannya yaitu :
a) Jikasignifikans > 0,05 maka Hyditerima dan Ha ditolak.

b) Jikasignifikansi < 0,05 maka Hqditolak dan Ha diterima.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis setiap variabel penelitian maka dapat

dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan laporan keuangan dana
desa, hal ini berarti semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa
di Provinsi Lampung, maka akan semakin baik pula pengelolaan laporan
keuangan dana desa.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpengaruh positif
terhadap pengelolaan keuangan dana desa, hal ini berarti semakin baik
implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Provinsi Lampung,

maka akan semakin baik pula pengelolaan laporan keuangan dana desa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya memiliki beberapa keterbatasan,

antara lain :

1. Pada saat pengumpulan kuisioner dilaksanakan ketika diadakan pelatihan
mengenai dana desa yang dihadiri oleh aparatur desa, sehingga waktu
pengisian kuisioner cenderung tergesa-gesa tanpa dipahami terlebih dahulu

oleh responden yang menjadi sampel penelitian.
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2. Kurangnya motivasi kerja aparatur desa sehingga sulitnya menemui para
aparatur desa baik pada kantor pemerintahan desa dan di tempat tinggal para
aparatur desa.

3. Kurang memadainya pengetahuan para paratur desa sehingga para aparatur
desa sedikit mendapatkan kesulitan dalam proses penjawab kuisioner yang
diajukan oleh penliti terhadap para aparatur desa.

4. Kurangnya sambutan yang baik oleh aparatur desa terhadap peneliti dana desa
sehingga peneliti menemui kendala dalam proses pengumpulan data hal ini
terjadi karena para aparatur desa enggan menjawab kuisioner sebagai alat
pengumpulan data peniliti di lapangan.

5. Kurangnya penguasaan peneliti terhadap letak geografis desa yang akan
dijadikan sampel sehingga memerlukan banyak waktu untuk mendapatkan
sampel pada setiap kabupaten.

6. Dalam penelitian ini masi terdapat beberapa pertanyaan kuesioner yang
bermakna ganda atau ambigu.

7. Tidak terdapat Peraturan daerah yang merupakan turunan dari Undang-
Undang No 6 tahun 2014.

8. Keterbatasan waktu penelitian sehingga peneliti tidak dapat terlalu

memaksimalkan data yang diperoleh

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelusuran setiap item variabel penelitian maka dapat

dirumuskan implikasinya sebagai berikut :
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Pemerintah Daerah Provinsi Lampung hendaknya memberikan pendidikan
dan pelatihan secara periodik kepada aparatur desa terkait dengan kompetensi
aparatur desa sehingga latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh aparatur
desa tidak menjadi penghalang dalam pengelolaan laporan keuangan dana
desa.
Penyuluhan tentang pengelolaan laporan keuangan dana desa secara terus
menerus harus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah
kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga mampu meminimalisir tingkat
kesalahan dalam proses penyampaian dan waktu penyampaian laporan
keuangan dana desa.
Perlunya dilakukan penyederhanaan terhadap peraturan peraturan terkait
dengan dana desa mengingat para aparatur desa yang merupakan pengelola
dana desa sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan yang belum
memadai sehingga sulit untuk aparatur desa untuk memahami serta
mengimplementasikan peraturan peraturan tersebut dalam pengelolaan
keuangan dana desa.
Pengawasan secara periodik terhadap aparatur desa serta pengelolaan dana
desa harus lebih di tingkatkan kembali mengingat telah berjalannya program
ini selama kurang lebih 2 tahun tetapi belum nampak perubahan serta
peningkatan perekonomian di desa serta instansi yang diberikan kewenangan
untuk mengawasi hanyalah Inspektorat Kabupaten. Dengan demikian
pengawasan secara periodik dirasa kurang maksimal terhadap aparatur desa

dan pengelolaan dana desa mengingat beban kerja yang besar dan sumber
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daya manusia yang belum cukup memadai pada inspektorat kabupaten untuk
melaksanakan pengawasanitu sendiri oleh sebab itu pemerintah diharapkan
dapat memberikan kewenangan terhadap isntansi instansi pemerintah yang
berwenang dalam hal pengawasan untuk ikut serta dalam pengawasan dana

desa ini.
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